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BAB II
PERKEMBANGAN KERJASAMA INDONESIA MALAYSIA SINGAPORE-GROWTH TRIANGLE (IMS-GT)
A. Latar Belakang IMS-GT

 
Kerjasama segitiga pertumbuhan yang mempertemukan Singapura, Negara bagian Johor di Malaysia dan Pripinsi Riau serta Propinsi Sumatera Barat di Indonesia merupakan kerjasama dalam bentuk growth triangle pertama di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini sudah diperbincangkan secara luas dan dievaluasi pada tahun 1990-an sebagai model untuk pengembangan kerjasama ekonomi di tingkat sub-regional.

Segitiga pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk akronim diantaranya: SIJORI (Singapura-Johor-Riau, sebagai istilah yang diperkenalkan oleh Menteri Riset dan Teknologi Indonesia B.J.Habibie, SIJORI merupakan langkah awal dari IMS-GT yang terdiri hanya dari 3 wilayah yaitu Singapura, Johor, dan Riau); JSR-GT (Johor-Singapore-Riau Growth Triangle, istilah yang lebih popular dan diperkenalkan oleh Singapura); Nusa Tiga (istilah yang dipekenalkan oleh Kepala Menteri Wilayah Johor); atau terkadang dengan istilah Southern Growth Triangle.
Tabel 2.1: Basic Indicators for the IMS Growth Triangle, 1994

	Indicator
	Johor
	Singapore
	Riau *
	West Sumatera*
	Total

	Area (sq.km)
	18.914
	641
	94.562
	49.778
	163.895

	Population (million)
	2,3
	2,9
	3,7
	4,2
	13,1

	GDP (US$ million)
	4.338
	70.200
	3.320
	2.386
	80.694

	GNP per capita (US$)
	2.192
	24.425
	897 (b
	675 (b
	

	GDP growth (% p.a)
	6,3
	10.1
	12.1
	9.4
	


Notes: a 1993; b GDP per capita; c 1987-91. 

Source: Chia Siow Yue & Lee Tsao Yuan (1993); Johor Economic Planning Unit (1995); 

Asia Pacific Economics Group (1995); Indonesian National Development Information Office (1994).
1. Hubungan Riau/Kepulauan Riau-Singapura


Presiden Indonesia Soeharto dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew mendiskusikan kemungkinan prospek untuk kerjasama Pulau Batam dalam Propinsi Riau di Indonesia pada Oktober thaun 1989. IMS-GT secara resmi pertama kalinya diusulkan oleh Singapura pada Desember tahun 1989 yang kemudian ditindak lanjuti oleh wakil Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong, bahwa Singapura, Johor dan Pulau Batam harus membentuk “growth triangle”.


Pada bulan Juni 1990, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad secara resmi menyepakati konsep IMS-GT dan sepakat bahwa tiga wilayah tersebut harus bekerjasama dalam proyek yang saling menguntungkan.


IMS-GT pada awalnya hanya terdiri dari Johor, Singapore dan Batam, tetapi pada bulan July tahun 1990, keputusan presiden RI menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerjasama IMS-GT ditingkatkan dengan masuknya seluruh Propinsi Riau kedalam kerjasama tersebut (saat ini Propinsi Riau & Propinsi Kepulauan Riau ditambah Otorita Batam). Propinsi Sumatera Barat kemudian secara resmi dimasukkan dalam IMS-GT dengan keputusan presiden pada Mei tahun 1995.


Pada Agustus tahun 1990, Singapura dan Indonesia menandatangani kesepakatan bilateral untuk menyediakan kerangka kerja dalam kerjasama pengembangan Riau, serta kesepakatan jaminan investasi. Pada Juni tahun 1991, Indonesia dan Singapura menandatangani kesepakatan untuk pengembangan dan pembagian sumber daya air di Riau.
2. Hubungan Johor-Singapura


Kerjasama Johor dan Singapura selalu terjadi dalam skala ekonomi tinggi hal tersebut dikarenakan factor latarbelakang sejarah yang sama yaitu sama-sama bekas negara jajahan Inggris yang tergabung dalam negara persemakmuran (commonwealth nation) sealin itu factor geografi yang slaing berdekatan. Johor merupakan penyedia sumber air dan tenaga (power) yang sangat penting bagi Singapura.


Pada tahun 1965 Singapura melepaskan diri dari federasi Malayan yang memutuskan hubungan kedua wilayah tersebut, tapi pada tahun 1979, hubungan substansi ekonomi dikembangkan kembali. Pada tahun 1984 kesepakatan kerjasama disepakati antara Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) dan Singapore’s Economic Development Board (EDB) untuk mendorong relokasi sector industri dan pariwisata diantara Johor dan Singapura. Pada tahun 1985, Menteri Keuangan Malaysia memberikan ‘perlakuan khusus’ (special case) terhadap perusahaan-perusahaan Singapura dibawah New Economic Policy (kebijakan ekonomi baru) Malaysia tentang pengaturan hak kekayaan.


Pada tahun 1988, Pemerintah Negara Bagian Johor mengeluarkan kebijakan ‘twinning’ (kalau diartikan: kelahiran kembar) bersama Singapura. Pekerja-pekerja industri intensif Singapura akan direlokasi ke wilayah Johor untuk membantu mengembangkan pembangunan landasan industri Johor. Hal ini terutama sekali mempengaruhi kekuatan pertumbuhan yang dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahli yang terdapat di perusahaan-perusahaan industri Singapura pindah ke Johor dan meningkatkan kemampuan daya saing internasional Johor dengan biaya produksi yang rendah.
 Johor sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknologi dan IT (information and telecommunication) tingkat tinggi yang berasal dari perusahaan-perusahaan milik Singapura, khususnya dalam proses Micro-chip.

3. Hubungan Johor-Riau/Kepulauan Riau

Kerjasama IMS-GT dapat beroperasi dengan baik layaknya kerjasama yang terjalin secara bilateral; di satu sisi antara Singapura dan johor, dan di sisi lain antara Singapura dan Riau dan Sumatera Barat. Hanya hubungan komersial minor (kecil) yang berlangsung antara Johor dan Riau. Pada tahun 1993, Kabinet Malaysia memeberikan hak prerogative untuk melakukan hubungan bilateral secara langsung dengan Riau pada tingkat negara atau propinsi. Sebagian besar sebagai hasilnya dalam tenaga kerja, Johor sedang berusaha menjajaki kemungkinan peluang perusahaan-perusahaan dibidang perkebunan untuk berinvestasi di Indonesia dibawah kerangka kerjasama  IMS-GT.

Pertemuan final trilateral yang menetapkan kesepakatan kerjasama IMS-GT ditandatangani pada Desember tahun 1994. 

4. Rasionalisasi dari Kerjasama Ekonomi Sub-regional IMS-GT


Rasionalisasi pertama dari kerjasama IMS-GT yaitu pemanfaatan komplementaritas ekonomi sub-wilayah yang berbatasan untuk mempercepat pembagunan ekonomi melalui arus masuk investasi; pengembangan infrastruktur; pengembangan sumber daya alam dan manusia; serta pengembangan industri-industri bagi kepentingan-kepentingan ekspor melampaui batas-batas Negara. Komplementaritas  perekonomian antara Singapura sebagai Negara kota, Johor sebagai suatu Negara bagian dari Malaysia dan Riau (Batam) sebagai suatu bagian dari propinsi Republik Indonesia yang sangat menonjol (sebagai kawasan khusus).


Singapura sebagai Negara dengan tingkat kemajuan ekonomi yang paling pesat di wilayah Asia Tenggara merupakan basis para investor dan penanaman modal asing dari luar kawasan Asia Tenggara yang paling potensial, hal tersebut dikarenakan Singapura memiliki kekuatan financial dan perekonomian secara makro yang kuat untuk mendukung sektor-sektor vital antara lain adalah industri, pariwisata, dan perusahaan-perusahaan multi nasional untuk berkembang. Selain itu, Singapura memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat terdidik/terampil dan ahli dalam penguasaan teknologi dan informasi, hal ini juga mendukung kemampuan Singapura dalam membangun industri-industri, fasilitas kesehatan, pendidikan dan dengan penerapan teknologi tingkat tinggi (canggih/modern). Dalam pengembagan kerjasama IMS-GT Singapura sangat diharapkan untuk dapat meningkatkan tingkat pembagunan ekonomi Negara-negara di sekitarnya termasuk didalamnya Indonesia dan Malaysia yang secara ekonomi mikro dan makro dibawah Singapura.


Malaysia dalam pengembangan kerjasama IMS-GT diwakili oleh Johor memiliki lebih banyak lahan yang dikembangkan sebagai perkebunan, dengan tenaga setengah ahli serta infrastrukutr yang baik, sedangkan Riau memilki tenaga kerja yang kurang terlatih dan lahan yang lebih murah dibandingkan dengan kedua Negara lainnya.

Perbedaan kemampuan dan modal kerja ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga akan tercipta suatu sub-wilayah industri yang efisien. Keunggulan komparatif kawasan segitiga pertumbuhan IMS-GT dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.2:Key Competitive Business Advantage of The Southern Growth Triangle (IMS-GT)

	No
	Key Business Cluster
	Singapore Comparative Advantage
	Comparataive

of Johor/Riau

	1
	Electronic manufacturing, testing and procurement centre
	Major regional base of electronics manufacturing; Major International Procurement Office.
	Lower labour/land costs for labour/land intensive assembly operations

	2
	Total oil business centre
	Full range of business activities from retaining/petrochemical processing to trading, storage and distribution
	Riau Island offer environmentally isolated space for oil storage

	3
	Maritime centre
	Full range of ship-building, repair and maintenance activities
	Johor and Riau Islands offer space for ship building/ repair operations

	4
	Regional telecommunications and business services hub
	World class IT infrastructure and wide range of business services; operational headquarters (OHQS) to many world class MNC 
	Wide range of manufacturing marketing, procurement and technical support activities by MNC’s that need to coordinated

	5
	International logistic centre (ILC) and Central distribution centre
	Excellent telecommunications /transporatation facilities and logistic management services
	Wide range of export manufactures that need good transportation and logistic management support

	6
	Regional research, design and development (RDP) centre
	Available pool of R&D scientist and engineers; R7D manpower training facilities & supporting infrastructures
	MNC products that require applied R7D and design for local market adaptations: MNC operations that require process adaptation/improvement R&D

	7
	Regionalism Tourism Centre
	Excellent air travel gateway for tourist; emerging regional sea-cruise centre; cosmopolitan shopping centre; multicultural city
	Abundant leisure resources such as beach resort, golf courses; etc., cultural diversity

	8
	Agribusiness Centre
	Food processing technology and biotechnology R&D capability
	Abundant land resources for agriculture and animal husbandry


 
Sumber: Dr. CPF. Luhulima
Industri minyak masih memegang peranan besar dalam perekonomian Riau, namun sekarang telah dikembangkan pusat-pusat industri dan juga telah menjadi daerah wisata. Sector manufaktur pun berkembang dengan pesat. Pulau Batam, yang pada awalnya merupakan daerah basis logistic dan operasi industri minyak dan gas bumi, telah menjadi kawasan industri bagi kepulauan Riau. Selainnya itu, sector pariwisata, agrikultur, light industri juga dikembangkan di kawasan sekitar Batam, termasuik Bintan dan Karimun. Pembangunan infrastruktur di Batam dan bagian Kepulauan Riau lainnya dilakukan pemerintah, termasuk pembangunan bandara Batam Internasional, lebih dari 570 km jalan raya, suplai air dan listrik.


Riau, khususnya Batam telah merasakan dampak dari inisiatif IMS-GT. Pembangunan ekonomi di Batam mulai tinggal landas sejak IMS-GT dibentuk. Aktivitas industri diperluas dan disebarkan, dipromosikan melalui pembukaan Batam Industrial Park, sebuah Joint Venture antara korporasi Singapura & Konglomrat Indonesia. Di akhir tahun 1994, area seluas 500 ha ini telah menjadi rumah bagi 61 perusahaan, dengan estimasi investasi di kisaran US$ 250 juta dan ekspor pertahun senilai US$ 700 juta.


Hubungan Singapura-Johor dan Singapura-Riau sangat komplementer, sehingga terdapat momentum untuk membangun ikatan komersial. Sedangkan Johor-Riau lebih kepada hubungan yang kompetitif, khususnya dalam factor endowments. Hasilnya, berapa sambungan ekonomi dari IMS-GT kurang berkembang. Keuntungan komparatif Singapura terletak pada kemajuan infrastrukturnya, transportasi, keuangan dan telekomunikasi, system manajemen tingkat tinggi dan tenaga ahli professional, juga tingginya high value-added capital dan teknologi intensif produk dan jasa. Sementara itu, Riau masih memiliki tanah yang luas dan akses kepada tenaga kerja tidak terampil yang murah. Batam berusaha menarik high value added manufacturing, Bintan terfokus pada sector pariwisata dan sedang membangun basis labour intensive manufacturing. Sementara daerah kepulauan Riau lainnya sedang membangun industri-industri yang berbasis agrikultur dan minyak. 

Rasionalisasi kedua adalah pelanggaran kendala pengadaan dan permintaan dalam negeri dengan memperluas jalur masukan utama factor produksi dan memperbesar akses pasar. Kerjasama ini memperluas batas-batas efektif factor dan proses produksi. Produk dan pasar di luar batas nasional dengan meraih keuntungan kesejahteraan statis (peningkatan produksi dan konsumsi) dan yang dinamis  (menuju evolusi struktur ekonomi yang lebih kompetitif)


Kawasan kerjasama ekonomi sub-regional IMS-GT terletak di salah satu jalur perdagangan dunia yang sangat vital yang menjembatani Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia melalui Selat Melaka. Kawasan ini berfungsi sebagai “pintu gerbang” perdagangan dari barat ke timur dan sebaliknya, juga dari Utara ke Selatan  dan sebaliknya atau disebut juga dengan “focus pasar”, tempat bertemunya berbagai pedagang dari seluruh dunia.


Secara geografis, jarak antar kawasan pertumbuhan juga sangat dekat. Jarak antara Batam dan Singapura hanya sepanjang 20 km dan dapat dilalui dengan ferry selama 20-30 menit , jadwal keberangkatan 62 kali sehari, dengan biaya Sin$ 17. Jarak antara johor dan Singapura lebih kecil lagi; kedua daerah ini hanya dipisahkan sebuah jembatan sepanjang 1,2 km. Jarak antara Batam dan Johor dapt ditempuh selama 5 jam melalui laut (3x sehari dengan biaya Sin$ 35). Murahnya biaya transportasi karena kedekatan geografis kawasan segitiga pertumbuhan menyebabkan penekanan biaya produksi yang sangat besar. Ditambah lagi dengan adanya telekomunikasi antar daerah sudah sangat berkembang (maju).
 Kedekatan geografis sangat penting dalam menunjang keberhasilan kerjasama ekonomi sub-regional karena tujuan yang hendak dicapai adalah untukmengurangi biaya produksi, dengan mengingat biaya transportasi sebagai komponen  penting di dalam total biaya produksi. Hal lainnya yang perlu diperhatikan sehubungan dengan geographical proximity adalah hasil produksi kawasan segitiga pertumbuhan ini berorientasi ekspor dan tidak diperuntukkan bagi pasar setempat sehingga keunggulan pelabuhan dan Bandar udara yng dimiliki singapura merupakan pelang yang sangat menguntungkan ekspor Indonesia dan Malaysia, yang dibantu dengan posisi singapura yang strategis letaknya di Selat Melaka, suatu jalur lalu  lintas internasional yang sangat sibuk. Seperti hongkong, pelabuhan Singapura merupakan pelabuhan tersibuk di dunia dewasa ini dan dengan demikian menggeser kedudukan pelabuhan Rotterdame (Belanda).

Hal lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan rasionalisasi yang kedua adalah komitmen politik dan koordinasi kebijakan (political commitment and policy of ccordination) di dalam kerjasama IMS-GT, dan sejenisnya tidak hanya melibatkan sector swasta saja tetapi juga melibatkan sector public atau pemerintah. Untuk memperlancar perdagangan antar daerah maka dibutuhkan kebijakan public yang mendorong terjadinya perdagangan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen politik atas kesepakatan yang telah disetujui bersama antar pemerintah dan swasta dari masing-masing Negara/daerah. Maka untuk menarik investasi di Batam, pemerintah menyederhanakan prosedur ekspor dan impor, menghilangkan bea masuk impor dan pajak value added; harga sewa tanah yang murah, one top service untuk membantu investor potensial dalam mengisi aplikasi-aplikasi persetujuan dan smart card untuk mengatasi masalah ijin kerja (buka usaha).
 Segitiga pertumbuhan bergantung pada kekuatan pasar, sehingga pembangunan harus bersifat ekonomis dan atraktif untuk bisnis. Sector public tidak hanya memberi fasilitas berupa kebijakan namun juga mengatur keberadaan sumber-sumber daya secara terus menerus, dan memastikan bahwa infrastrukutur yang tesedia telah meningkatkan daya tarik investasi dan komersil.


Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan merumuskan peraturan perundang-undangan di bidang investasi, tenaga kerja, pembebasan tanah, keuangan dan pembangunan infrastruktur yang akan mempermudah interaksi ekonomi antar Negara. Deregulasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi, imigrasi dan bea cukai untuk memperbesar arus barang dilakukan pula oleh pemerintah sebagai cara untuk menarik investor. Komitmen yang tinggi antara para pemimpin nasional antara ketiga Negara yang terlibat dalam pengembangan segitiga pertumbuhan merupakan factor yang penting. Dalam pertemuan pertama Working Group on Services IMS-GT yang diadakan di Jambi, 31 Juli-1 Agustus 1997, pemmerintah ketiga Negara anggota merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pengembangan IMS-GT bersama-sama dengan sector-sektor swasta. Dalam pertemuan ini, propinsi Jambi mempresentasikan Taman nasional Kerinci Seblat sebagai daerah Pariwisata yang membutuhkan koordinasi inter-sektoral sehubungan dengan letak yang berdekatan dengan lahan penduduk. Hasil dari presentasi ini adalah kebijakan program. Tree of Life yang dikeluarkan pemerintah. Tujuan program tersebut adalah rehabilitasi secara gradual daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi, pembentukan kerjasama Taman Nasional dengan komunitas local dalam bidang manajemen dan keamanan, dan lain-lain.

Secara garis besar kerjasama IMS-GT merupakan kerjasama yang menitik beratkan kemajuan pertumbuhan ekonomi sub-regional antara ketiga Negara tersebut (Indonesia, Malayasia, dan Singapura). Dimana kerjasama Ekonomi yang menjadi focus utama didalamnya antara lain adalah sektor industry, sektor pariwisata, dan sektor perdagangan. Sementara itu untuk mendukungnya diperlukan juga perluasan dari sektor-sektor tersebut antara lain sektor pertanian, sektor pengelolaan sumber daya manusia, sektor pengelolaan sumber daya alam, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan teknologi. Hal itu diperlukan karena kerjasama IMS-GT mengandalkan sektor swasta sebagai pelaku utama dan investasi di sektor-sektor utama adalah modal penting bagi peningkatan pertumbuhan dan peluang bagi wilayah-wilayah yang terlibat dalam kerjasama tersebut.
 
5. Karakteristik IMS-GT


Secara teoritis IMS-GT dikategorikan sebagai suatu kerjasama sub-regional atau zona perekonomian transnasional.
 Kerjasama dilakukan berdasarkan enlighted self-interest Negara peserta karena Negara-negara anggota bernegoisasi untuk mencapai saling pengakuan atau harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur arus modal, barang, jasa dan manusia untuk mencapai keuntungan bersama.


Segitiga pertumbuhan digunakan karena menunjang Negara di dalam berintegrasi dengan perekonomian global. Hal ini terlihat dari karakteristik IMS-GT yang digerakkan oleh pasar (market driven) dalam arti proses produksi bergantung pada permintaan pasar. Sehingga perekonomian menjadi lebih dinamis. Dalam teori ekonomi pasar semua aktivitas produktif dipegang oleh sector swasta. Barang dan jasa yang  diproduksi tidak direncanakan oleh siapapun, melainkan melalui interaksi antara supply (barang dan jasa yang tersedia) dan demand (permintaan) yang kemudian tersinyalisasi kepada produsen melalui system harga. Apabila demand melebihi supply, harga akan naik dan mensyinyalisasi produsen untuk menambah produksi. Sebaliknya, jika supply melebihi demand, harga akan turun dan mensyinyalisasi produsen untuk  mengurangi produksi.


Dalam system ekonomi pasar, konsumen adalah raja. Melalui mekanisme system harga, konsumen mensyinyalisasi apa dan berapa banyak barang yang perlu diproduksi kepada produsen. System ini akan berjalan jika tidak ada hambatan / pembatasan terhadap penyediaan barang. Hambatan terhadap supply terjadi apabila pasar dimonopoli oleh suatu perusahaan. Jika monompoli terjadi, maa harga akan naik, konsumen merugi karena harga tinggi, kualitas barang menurun.

Perusahaan monopoli tidak memiliki intensitas untuk mengurangi harga. Karena itu peranan pemerintah menjadi penting dalam mengkondusikan situasi bersaing atau kompetitif sehinggga produsen berinisiatif untuk mencari jalan yang efisien dalam melayani konsumen.


Karakteristik IMS-GT yang lain adalah keterlibatan sector swasta dan MNC (multi national cooperation) sebagai mesin pertumbuhan (engine of growth) yang membutuhkan iklim investasi yang kondusif dan atraktif. Dalam kerjasama IMS-GT ini Indonesia diwakili oleh 7 daerah yaitu: Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumut, Lampung dan Kalbar. Sinapura diwakili oleh seluruh wilayahnya dan Malaysia diwakili oleh Johor, Pahang, Negeri Sembilan, dan Melaka. Kesepakatan segitiga pertumbuhan IMS-GT ditandatangani di Johor Baru pada tanggal 17 Desember 1994 sebagai perluasan SIJORI yang telah berjalan namun dirasakan masih belum efektif mengaktifkan ketiga Negara tersebut.

B. Struktur Kelembagaan Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub-regional


Struktur kelembagaan tim koordinasi dalam kerjasama ekonomi sub-regional seperti halnya pada kerjasama IMS-GT antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura antara lain adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1: Struktur Kelembagaan kerjasama Ekonomi Sub-regional
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Keanggotaan Tim Koordinasi IMS-GT antara lain Menteri  Perindustrian dan Perdagangan sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap anggota, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan (Transportasi), Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Ketua Bappenas, Ketua BKPM, Ketua BPN, Gubernur Riau & Gubernur Sumbar, masing-masing sebagai anggota.
 

C. Struktur Perekonomian Sektor-sektor Penghubung Kawasan IMS-GT


Dalam sidang SOM ke-1 IMS-GT di Pekanbaru, Juni 1995, diusulkan beberapa proyek sektoral mencakup pertanian, perikanan, teknologi pangan, industri energi, pariwisata, trnsportasi, telekomunikasi, pengembangan umber daya manusia (SDM).
 Untuk mempertajam kerjasama sector pertanian, peternakan dan perikanan, diperlukan kemitraan dalam infrastruktur Research & Development (R&D) bioteknologi, pendidikan dan pelatihan peneliti, pertukaran data informasi, dan networking (kerjasama jaringan) di antara sub-region kemitraan ini akan menciptakan kegiatan bersama dalam R&D teknologi canggih yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, diusulkan untuk membentuk perusahaan patungan ketiga Negara untuk mengembangkan teknologi produk perikanan dan aquaculture, untuk off-shore dan deepsea fishing. Sementara Singapura memiliki perkebunan dan tenaga ahli, Johor memiliki perkebunan dan holtikultura skala besar, masih perlu dipikirkan dengan matang komplementaritas Riau (Kep.Riau) dan Sumatera Barat dalam hal ini.


Singapura telah mencapai tahap sangat maju dan kini sedang melakukan upay rekonfigurasi industrinya dalam tatanan regional untuk menjadikan negeri tersebut simpul yang strategis dalalm tata niaga global di kawasan Asia Pasifik serta masuk ke dalam liga bangsa-bangsa maju di dunia. Singapura akan berprilaku sebagai global companies, melakukan backward integration ke dalam desain produk dan R&D nya serta foraward integration ke dalam pemasaran, support system dan regional management. Sedangkan Johor bertekad untuk menjadikan dirinya sebagai sentra industri bermuatan teknologi tinggi di tahun 2005, antar lain dengan membangun Johor technology Park, mengintensifkan R&D, dan mengundang investasi dalam industri berteknologi tinggi. IMS-GT dapat berperan sebagai mekanisme relokasi industri berteknologi madya (berskala besar/luas) dan rendah.

D. Perkembangan IMS-GT Dewasa Ini


Keangotaan Indonesia dalam IMS-GT hingga tahun 2002 diwakili oleh Propinsi Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau (dan Kep.Riau saat ini), Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat; sedangkan Malaysia oleh negeri Johor, Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan. IMS-GT Indonesia diketuai oleh KADIN Riau, sedangkan IMS-GT Malaysia diketuai oleh Johor Corporation. Pada periode tahun 2002, kerjasama IMS-GT yang mengalami kemunduran sejak tahun 1998 akibat krisis keuangan Asia belum menunjukkan gejala pemulihan disbanding kerjasama segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Kemunduran kerjasama IMS-GT mudah dipahami karena selama ini kerjasama tersebut lebih menitikberatkan pada proyek yang dijalankan atas inisiatif pihak swasta, dibanding IMT-GT yang lebih berfokus pada kerjasama antar pemerintah.

Satu-satunya proyek yang masih berjalan dibawah kerangka IMS-GT adalah kerjasama  di bidang pendidikan magang (Program Latihan Amali-Pendidikan Sistem Ganda) bagi pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di Sumatera Barat yang dijalankan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM) di kilang-kilang manufaktur yang dikoordinasikan oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM) Melaka. Hingga kini sebanyak 333 orang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan di Sumatera Barat yang terbagi dalam delapan angkatan telah mengikuti program ini di Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Kula Lumpur sejak bulan Mei 2000.

Program latihan Amali-PSG IMS-GT dilaksanakan sebagai hasil pertemuan KADIN Sumbar dan Kanwil Depdiknas Sumbar dengan PKNM dan DPMM Melaka tanggal 28 Januari di Padang. Program ini berada di bawah kerangka kerjasama “Human Resources Development: Pre –employment Training” IMS-GT. Saat ini program PSG dikelola oleh PKNM dan diikuti oleh SMKN I Guguk 50 Kota, SMK Payakumbuh, SMK Adhyatama 50 Kota, SMK Baiturrahmann Padang, SMK Taman Siswa Payakumbuh, SMK Muhammadiyah Padang, SMK I Sijunjung dan SMK Pariaman.

Program PSG IMS-GT hanya terbuka bagi pelajar SMK negeri semester 4 dan 5 dari jurusan teknologi, manajemen bisnis, pariwisata dan perhotelan di Sumatera Barat yang berprestasi cemerlang. Mulai tahun 2002, program akan dilaksanakan sebanyak 2x6 bulan setiap tahunnya, yaitu pertama, bulan Januari – Juni dan kedua, bulan Juli – Desember. Selama mengikuti program, para pelajar tersebut memperoleh uang saku antara RM100 hingga RM 200 perbulan di luar konsumsi dan akomodasi.

Angkatan ke-9 berlangsung bulan Januari-Juni 2002 diikuti oleh 34 pelajar SMK Baiturrahman Padang dan SMK Cendana, Padang Panjang dari jurusan elektronik dengan bapak angkat Syarikat Shinei Elektronics (M) Sdn.Bhd di Muar, Johor dan Syarikat Metronic Industries Sdn.Bhd di Pontian, Johor. DPMM Melaka dalam waktu dekat akan menjajaki pelaksanaan program PSG serupa dengan Pemerintah Kota Dumai di bidang perminyakan dan kelautan. Pada pertemuan DPMM Melaka dengan Walikota Dumai tanggal 30 November 2001 bahkan pihakDumai menghendaki program ini dapat berlangsung juga di bidang pariwisata, furniture, pertanian dan perikanan. Pihak Pemkot Dumai kepada DPMM Melaka mengatakan akan mengirim tim ke Melaka pada Bulan Januari ini untuk menindak-lanjuti hasil pertemuan tersebut.


Pada tanggal 13 Juni 2002 KJRI Johor Bahru telah menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan program Latihan Amali (Pendidikan Sistem Ganda-PSG) dalam rangka kerjasama IMS-GT di gedung Dewan Perdagangan Melayu Malaysia (DPMM) Melaka. Rapat telah membicarakan masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan program ini. Pertemuan dihadiri oleh Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur, wakil dari KJRI Johor Bahru, DPMM Melaka, Imigresen Malaysia bagian Visa, Pas dan Permit, Unit Perancang Ekonomi (UPEN) Melaka dan PKNM. Juga hadir pada kesempatan tersebut utusan Kadin Propinsi Sumatera Barat, Persatuan Usahawan Melayu Malaysia dan beberapa sekolah SMK dari Sumatera Barat.

Rapat mengusulkan dilakukannya pembenahan dalam pengawasan, pengadilan dan pelaksanaan program, proses keimigrasian dan koordinasi penempatan siswa. Rapat juga menyetujui dilakukannya revisi MoU PSG yang selama ini berlaku untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada dan menutup kemungkinan pemanfaatan program ini oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Di samping itu, rapat memutuskan akan mengadakan pembicaraan antara DPMM Melaka, Departemen Pendidikan Malaysia, Kementrian Dalam Negeri Malaysia dan Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur. Sehubungan dengan hal tersebut peserta rapat setuju untuk menangguhkan sementara pelaksanaan program PSG untuk angkatan baru hingga selesainya revisi MoU antar pemerintah.
Perkembangan yang dapat dicatat dalam kerjasama IMS-GT tahun 2002 adalah adanya rencana Melaka mejadi anggota IMT-GT seiring dengan meningkatnya kerjasama ekonomi dengan propinsi Riau yang telah terlebih dahulu merangkap menjadi anggota IMT-GT, Ketua Menteri Melaka Mohd. Ali Rustam menyatakan telah melakukan pendekatan untuk mendapatkan peluang tersebut. Melaka berpandangan IMT-GT merupakan landasan penting untuk memeperkukuh kerjasamatermasuk bidang ekonomi di antara ketiga Negara tetangga tersebut. Ali Rustam menyatakan keinginan Melaka ini merupakan respons pemerintah negeri atas permintaan dari pengusaha Sumatera dan Riau. Saat ini keanggotaan IMT-GT hanya melibatkan lima negeri di Utara semenanjung, yaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinag, Selangor dan Perak.

BAB III
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BATAM

A. Kebijakan Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia

Munculnya kepedulian mengenai pembangunan regional di Indonesia dilatarbelakangi oleh isu-isu distribusi sumber daya alam inter dan intra regional, sangatlah tidak merata. Juga muncul sebagai reaksi sentiment regional bahwa revenue sumber daya alam menguntungkan Negara. Secara keseluruhan dan tidak menguntungkan unit-unit sub-nasional. Kepedulian  ini kemudian hari diarahkan langsung pada ketidakseimbangan yang ekstrim antara Jawa-Bali dengan kawasan lainnya. Pada tahun 1990, tantangan utama isu regional yang dihadapi Negara adalah kesenjangan antara Indonesia Bagian Barat dan Timur.

Esensi-esensi pembangunan regional baru dilaksanakan setelah Repelita I (1969/70-1973/74). Saat itu penekanan terletak pada pemerataan hasil-hasil pembangunan, untuk memastikan  bahwa pembangunan ekonomi tidak melewati kawasan tertentu, sehingga dampak isolasi yang sudah merupakan karakteristik kawasan tertentu itu dapat tereliminir. Prioritas pertama dalam meredam dampak isolasi ini dan menghubungkan seluruh bagian dari archipelago adalah dengan cara berinvestasi untuk pembangunan infrastruktur transporatasi dan komunikasi. Kemudian dengan system ‘grants’ dalam bentuk Inpres hingga level I dan level II, pemerintah mulai mendelegasikan pembangunan regional kepada pemerintaj daerah sehingga mereka memiliki otoritas untuk membangun sector-sektor  yang dibutuhkan terutama seperti jalan, penghijauan, sekolah-sekolah dasar, kontruksi dan rehabilitasi, pelayanan kesehatan, perumahan.

Cakupan Inpres kemudian meluas dan menjadi medium  bagi kepedulian mengenai masalah kesenjangan social. Tahun 1993, pemerintah mengeluarkan Inpres untuk Desa Tertinggal (IDT). Tujuan IDT adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan pada desa-desa tertinggal untuk membantu perekonomian komunitas miskin di desa yang miskin, dalam skala kecil. Setelah IDT, pemerintah mengeluarkan P3DT pada tahun 1995 yaitu program pemberantasan kemiskinan untuk kawasan di luar Jawa-Bali.
Bersamaan dengan Repelita I, pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan No 5 tahun 1974. Peraturan ini mengedepankan konsep pemerintah terdesentralisasi dalam kerangka kerja kebijakan yang melihat bahwa pemerintah daerah yang efektif merupakan keharusan dalam pembangunan nasional sebagai kelanjutan dan peraturan ini pemerintah mensahkan Regulasi Pemerintah No.8 pada tahun 1995 yang menginisiasi District Autonomy Pilot Project. Tujuan utamanya adalah penurunan otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memperkuat otonomi dari semua pemerintah tingkat II (baik distrik maupun municipality) dan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk merevisi pendekatan yang berorientasi pada Jawa dan mereduksi kesenjangan interregional dalam pembangunan regional, sejak Repelita II (1974/75-1978/79) hingga Repelita V (1989/1990-1993/94), pemerintah Indonesia mulai mendorong usaha-usaha investasi di luar Jawa. Kebijakan terakhir yang dikeluarkan pemerintah adalah untuk mempromosikan pemerataan pembangunan ekonomi dan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di propinsi-propinsi (wilayah-wilayah) yang tertinggal di wilayah Timur dan di luar Pulau Jawa-Bali Indonesia adalah dengan mendukung pemberdayaan tenaga kerja, berinvestasi lebih lanjut dalam pendidikan dasar fasilitas-fasilitas kesehatan, akses pada teknologi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Aktivitas penting dalam menanggulangi kesenjangan ekonomi adalah dengan pendirian kawasan andalan. Pengenalan kawasan andalan pada tahun 1996 di bagian Timur dan Barat (luar Pulau Jawa-Bali) bertujuan untuk memfokuskan investasi di 13 area terpisah berdasarkan asset-aaset utamanya.

Dewasa ini, dimensi pembangunan regional atau sub-nasional menjadi semakin signifikan karena secara global ada kepentingan yang semakin besar dengan cakupan yang lebih luas dalam peranan unit-unit sub-nasional. Sebagai hasil dari keputusan-keputusan kebijakan yang meliberalisasikan terutama kebijakan sehubungan dengan proteksi perdagangan dan FDI (flow direct investment), juga perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian global. Perekonomian Indonesia dengan cepat menjadi terinternasionalisasi. Perekonomian sebagai hal yang sangat terintegrasi dengan perekonomian global, karenanya perekonomian regional inilah yang berkembang paling pesat.

Dalam proses internsionalisasi ini, Indonesia mulai berinisiatif untuk membuat kebijakan-kebijakan regional melalui SIJORI dan kawasan lainnya. Contoh dampak dari kawasan regional yang spesifik yang jelas terbukti di Kepulauan Riau (sekarang Propinsi Kep.Riau), mengilustrasikan bagaimana proses inisiatig the twin globalisasi dan kebijakan regional menjadi determinan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional.

Sementara pengembangan basis-basis produksi domestic ini secara terus menerus dilakukan menuju industrialisasi, krisis ekonomi menghantam asia dan mernurukan secara dramatis perekonomian Negara-negara Asia, khususnya Indonesia. 
Tabel 3.1: PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG

	Kelompok Negara-negara
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	Proyeksi 2001

	Negara Industri Baru (NIC’s)

· Hongkong SAR

· Korea

· Singapura

· Taiwan
	7,3

3,9

8,9

8,0

6,0
	6,2

4,5

6,8

7,5

5,7
	5,8

5,0

5,0

8,4

6,8
	-2,3

-5,1

-6,7

0,4

4,7
	7,7

2,9

10,7

5,4

5,5
	7,9

8,0

8,8

7,9

5,9
	6,1

4,8

6,5

5,9

6,0

	Negara-negara ASEAN

· Indonesia

· Philipina

· Malaysia

· Thailand
	8,2
4,7

9,8

8,9

n/a
	8,0
5,8

10,6

5,9

n/a
	4,5
5,2

7,5

-4,8

n/a
	-13,2
-0,5

-7,5

-10,4

n/a
	0,2
3,2

5,4

4,2

n/a
	4,6
3,8

5,9

4,3

n/a
	n/a
n/a

n/a

n/a

n/a


B. Kondisi Ekonomi di Batam dalam Konteks Perekonomian Indonesia Dewasa  Ini
Pulau Batam yang ditetapkan menjadi kota sejak tahun 1999, pada mulanya merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang menjadi Propinsi Kepulauan Riau). Wilayah yang kini luasnya 1.647,83 kilometer persegi ini, dalam pengembangannya selama 30 tahun terakhir telah mengukuhkan Batam sebagai kawasan industri terkemuka. Terletak di jalur pelayaran internasional yang strategis, Batam menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor , pasar tenaga kerja, dan wisatawan. Ketka pulau Batam ditetapkan menjadi kotamdaya administrative (1983), daerah yang memiliki tiga kecamatan ini masih seluas 415 kilometer persegi, mengikuti luas ketika masih berstatus kecamamatan. Namun, sejak dibentuknya Badan Otorita Batam (1973) untuk mewujudkan Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata, tuntutan pengembangan wilayah menjadi tidak terelakkan. Apalagi disekitarnya, Batam memiliki banyak pulau besar dan kecil yang menjadi aset perekonomian, yang antara lain menyediakan lahan untuk industri, pemukiman dan pariwisata.

Sesuai dengan kebutuhan perluasan wilayah, pada tahun 1992 wilayah Batam meliputi pulau Batam, Tonton, Nipah, Setoko, Rampang, Galang, dan Galang Baru. Antara satu pulau dengan pulau lainnya dihubungkan oleh enam jembatan megah. Untuk keperluan industrinya, Batam sudah memiliki 13 kawasan industri yang tersebar dalam enam sub wilayah. Meliputi Sekupang, Tanjung Uncang, Batu Ampar, Muka Kuning, Kabil dan Rempang Galang. Sedangkan sub-wilayah lainnya adalah Nongsa sebagai kawasan wisata, Tanjung Piayu sebagai kawasan penyediaan air bersih, dan Batam Centre yang menjadi pusat kegiatan perdagangan ritel dan pemerintahan. 

Sebagai kawasan industri yang melibatkan banyak Negara, nilai investasi di Batam selalu meningkat setiap tahun. Menurut kontribusi pihak yang berinvestasi, dari tahun ke tahun, sekitar 20 persen dari total investasi berasal dari pemerintah, 47 persen dari swasta domestik, dan 33 persen lainnya berasal dari investasi swasta asing. Untuk tahun 2000 saja, dari total investasi senilai delapan milyar dollar AS, 3,3 milyar dollar AS berasal dari swasta domestik, 1,9 dollar AS berasal dari pemerintah, dan 2,8 milyar dollar AS berasal dari swasta asing.

Dari nilai investasi yang ditanamkan pihak swasta, sector industri menjadi primadona yang menyerap tak kurangdari 50 persen. Menyusul kemudian investasi di sector perdagangan dan jasa, perumahan, pariwisata, dan pertanian. Bahan baku yang diperlukan untuk keperluan industri diimpor  (85,33 dari impor Batam) dari Negara Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, dan Hong Kong. Dan hasilnya pun diekspor ke Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Malaysia, Perancis, dan sebagainya.
Selain ketersediaan lahan sebagai andalan untuk menarik investor, ketersediaan tenaga kerja secara mudah dengan harga yang kompetitif juga menentukan. Sampai tahun 1999, sector industri menyerap tenaga kerja sebanyak 74,2 persen dari 149.808 tenaga kerja yang ada. Sementara jumlah tenaga kerja yang ada ini adalah 41,7 persen dari jumlah penduduk Batam.

Sedangkan dari 1.900 perusahaan yang terdapat di Batam, lebih dari seperempat bergerak di sector industri berat dan sedang (521 perusahaan) seperti industri peralatan pengeboran lepas pantai, komponen elektronika, bahan kimia untuk farmasi dan migas, tekstil, pipa baja, alat-alat optic, mesin, industri kapal dan galangan kapal, sepatu, computer dan komponennya. Di sector perdagangan terdapat 532 perusahaan.

Dengan demikian, tidak mengherankan bila kegiatan perekonomian Batam yang didominasi oleh sector yang berorientasi ekspor (sekitar 70 persen) menjadikan Batam sebagai kota yang kaya, dengan total ekonominya pada tahun 1999 mencapai 5, 89 triliun rupiah. Sedangkan laju pertumbuhan ekonominya pada tahun yang sama mencapai 6.38 persen, naik 3,3 persen dari tahun sebelumnya.

Melihat upah minimum, tak heran bila Batam menjadi magnet bagi para pencari kerja. Upah minimum Batam adalah tertinggi dari tahun ke tahun. Tahun 2000 saja angkanya 350.000 rupiah. Namun, juga harus diakui biaya hidup pun sangat tinggi. Sebagai konsekuensi industrialisasi, Batam tak luput dari persoalan-persoalan yang melingkupinya. Masalah kesenjangan social antara daerah yang menjadi kawasan berikat dengan daerah di luarnya (hinterland). Kedekatan geografis dengan Singapura  (22km) ataupun Johor (Malaysia) yang melibatkan ketiga daerah ini dalam kerjasama segitiga pertumbuhan Sijori (Singapura Johor Riau) atau yang sekarang berkembang menjadi IMS-GT pun menyimpan persoalan. Batam menjadi tempat transit bagi TKI yang akan ke luar negeri maupun TKI yang dideportasi di samping rawannya penyelundupan dari dan ke  Singapura/Malaysia.

Batam saat ini/dewasa ini digunakan oleh pemerintah sebagai bagian dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus yang sekaligus juga menjadi kawasan percontohan pengembangan bagi pengembangan kawasan-kawasan ekonomi serupa di pulau-pulau/propinsi lainnya di Indonesia, khususnya dalam pengembangan potensi ekonomi daerah di luar Pulau Jawa. dalam hal ini Batam dinyatakan sebagai kawasan ekonomi khusus dikarenakan kesiapan daerah tersebut akan sarana dan prasarana untuk akses bahan baku industri. Kemudian kawasan tersebut memiliki kesediaan akan sumber-sumber yang diperlukan untuk berproduksi yaitu akses untuk tenaga kerja dan keberadaan kluster industri, termasuk keberadaan industri dan perusahaan jasa sebagai implementasi dari kemampuan akan ketersediaan sarana dan parasarana tersebut. Dengan kenyataan tersebut maka Batam secara otomatis memiliki wewenang penuh terhadap pengembangan perekonomiannya, hal tersebut dikarenakan wilayah ekonomi khusus memiliki otoritas khusus atau otoritas kawasan sehingga memudahkan Batam dalam melakukan pelayanan terpadu diantaranya yaitu menyediakan satu tempat khusus untuk mengurus perizinan, hal ini sangat membantu dalam menarik investor-investor terutama investor asing untuk melakukan investasi di Batam.

Untuk lebih jelas dalam melihat pertumbuhan ekonomi  kota Batam dewasa ini secara lebih jelas dapat dilihat dalam poin-poin sebagai berikut:
1. Ekspor 

Ekspor Batam ke luar negeri pada tahun 1999 mencapai US$ 4,81 miliar meningkat bila dibandingkan ekspor tahun 2000 yaitu hanya sebesar US$ 4,72 milliar. Negara tujuan ekspor yang terbesar adalah Singapura. Sedangkan kondisi tahun 2000 kinerja ekspor Batam masih dipengaruhi oleh dampak negatif krisis ekonomi yang terjadi. Dalam hal ini nilai ekspor Batam tahun 2000 cukup meningkat sebesar US$ 6,77 miliar atau tumbuh positif sebesar 28,95%.(lihat table)

Tabel 3.2: Ekspor KotaBatam Menurut Komoditi Utama Tahun 2005

	Komoditi
	Volume (ton)
	Nilai (juta US$)

	Fishing Rod

Speaker

Power Cords

Komponen elektronik

Metalic Treads

Flame Retardant

JFE Seambless Stell

Lesco Pellets

Warning Signal

Relay 

Lainnya


	2015,877

1819,591

703,271

346,751

112,824

59,408

36,64

25

22,758

16,349

294,097
	8,215

6,064

6,399

3,487

3,824

3,301

3,406

3,032

3,052

3,373

6,507



Sumber: Dinas Perindag Kota Batam
Tabel 3.3: Ekspor Menurut 10 Negara Utama Tujuan Batam Tahun 2005
	Negara
	Volume (ton)
	Nilai (000 US$)

	JAPAN

USA

GERMANY

TURKEY

BELGIUM

MEXICO

SINGAPORE

SPAIN

HONGKONG

UEA

Lainnya
	1999,839

926,287

665,257

252,271

214,356

210,831

194,311

136,255

130,739

116,652

535,686
	8229691,97

4227708,96

1460128,25

512740,56

1114567,47

1329250,78

653192,14

489626,7

36445,44

710080

7445459,37



Sumber: Dinas Perindag Kota Batam

Tabel 3.4: Ekspor  Batam Menurut Pelabuhan Muatan Tahun 2002

	Pelabuhan
	Berat Bersih (ton)
	Nilai FOB (juta US$)

	Pulau Sambu

Belakang Padang

Batu Ampar

Pulau Buluh

Sekupang

Kabil/Panau

Hang Nadim (U)


	4597
1

2171000

24402

231089

248392

7537
	3199
2

1909845

25378

1152210

676899

103372



Sumber: Dinas Perindag Kota Batam
2. Investasi


Perkembangan perekonomian Batam yang didorong kegiatan investasi dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang meningkat. Total investasi di pulau Batam sampai dengan Maret 2000 berjumlah US$ 7.009.610.482,22 yang terdiri atas US$ 5.375.197.588 investasi swasta (76,68%) dan US$ 1.634.412.894,22 investasi pemerintah (23,32%), dari total investasi sebanyak 51,38 % terserap pada sektor industri.


Dari total investasi swasta yang dikembangkan di Batam sebesar US$ 5.375.197.588, 56,21% merupakan investasi domestic (PMDN) atau dengan nilai US$ 3.021.514.913 dan investasi asing (PMA) adalah sebesar US$ 2.353.675 atau 43,79%. Sedangkan perbandingan investasi swasta menurut jenis kegiatan, sektor industri merupakan sektor unggulan investasi di Batam mencapai 51,24% kemudian sektor perdagangan dan jasa 20,40%; sektor perumahan 14,73%; sektor pariwisata 12,71% dan sektor pertanian yang merupakan sektor terkecil dalam investasi di Batam hanya mencapai 0,92%.
Sektor Industri sebagai salah satu sektor andalan pembangunan nasional terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang terjadi bukan hanya pada jumlah perusahaan, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja, nilai tambah yang dihasilkan dan terutama sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domenstik Regional Bruto (PDRB). Sektor industri merupakan sektor utama (leading sector) yang berperan sebagai penarik laju pertumbuhan perekonomian. Sektor investasi di Batam ini memang sangat menguntungkan karena Kota Batam yang letaknya strategis menjadi tempat persinggahan bongkar muat barang dari negara-negara tetangga, menjadikan Kota Batam adalah kota yang paling menguntungkan buat investasi.

3. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kota Batam juga merupakan sektor andalan yang mempunyai peranan perting dalam perekonomian Batam khususnya sebagai sumber penghasilan/pendapatan Kota Batam yang tidak kalah besar di bandingkan dengan sektor-sektor lain, sektor pariwisata ini didukung beberapa sarana/prasarana yang memadai dan juga potensi yang ada, antara lain:

· Pantai

· Jembatan

· Kepulauan

· Sejarah,dll

Pada tahun 1999 jumlah wisatawan yang berkunjung ke pulau Batam baru berkisar 1.251.448 orang. Angka ini bergerak turun menjadi 1.123.347 orang pada tahun 2000 atau mengalami penurunan sebesar 10,24%. Selanjutnya pada tahun 2001 sedikit meningkat menjadi sebesar 1.129.607 orang atau mengalami peningkatan sebesar 0,56%. Bila kita melihat kepada variasi jumlah pengunjung ke pulai Batam maka terlihat bahwa Negara Singapura masih merupakan pengunjung dominan dari setiap Negara pengunjung yaitu sebesar 63,30%. Kemudian posisi kedua dan ketiga ditempati Malaysia dan Korea masing-masing sebesar 10,36% dan 6,21%.(Lihat table).

Tabel 3.5: Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Batam

	Tahun
	Jumlah Wisatawan

	
	WNI
	WNA

	2002
2003
	5700
5764
	6549
7902



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batam
4. Pendapatan regional

Statistik pendapatan regional antara lain dapat dipergunakan sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah

2) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita

3) Untuk mengetahui struktur ekonomi 

4) Untuk mengetahui tingkat inflasi dan deflasi 

5) Untuk mengetahui tingkat kemakmuran 


Laju pertumbuhan ekonomi kota Batam pada tahun 2004 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi kota Batam mencapai 8,13%, sedangkan pada tahun sebelumnya 2003, pertumbuhan ekonomi kota Batam mencapai 7,73%. Kalau dilihat dari per sector ekonomi dapat diketahui bahwa ada tujuh sector yang mengalami pertumbuhan diatas rata-rata yakni sector pertanian, sector industri, sekotr listrik dan air minum (ekspor ke Singapura), sector bangunan, sector perdagangan, hotel dan restoran, sector pengangkutan dan komunikasi dan sector jasa-jasa. Sedangkan bila kita melihat kontribusi masing-masing sector pendapatan regional pada tahun 2004 masih sangat dominant berasal dari sector industri pengolahan sebesar 71,28%. Sedangkan sector lainnya yang juga cukup dominant adalah sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,94% dan sector keuangan, persewaan, dan jasa perusahaansebesar 4,61%. Laju pertumbuhan ekonomi kota Batam per sector pada tahun 2004 di dominasi oleh sector-sektor pengolahan sebesar 8,45%. Pendapatan per kapita masyarakat juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan harga berlaku (current price), pada tahun 2004 pendapatan per kapita telah mencapai Rp.17.176.162,49 sedangkan pada tahun 2003 sebesar Rp.15.935.049,96.
  
5. Peluang investasi


Perkembangan perekonomian Batam yang didorong kegiatan investasi dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang meningkat. Total investasi di pulau Batam sampai dengan Desember tahun 2000 berjumlah US$.8.010.000.000,- yang terdiri atas US$.6.113.000.000,- investasi swasta (76,32%) dan US$.1.897.000.000,- investasi pemerintah (23,68%), dari total investasi sebanyak 51,24% terserap pada sector industri. Dari total investasi swasta yang dikembangkan di Batam sebesar US$.6.113.000.000,- , 59,90% merupakan investasi domestik (PMDN) atau dengan nilai US$.3.295.000.000,- dan investasi asing  PMA) adalah sebesar US$.2.818.000.000 atau 46,18%. Sedangkan perbandingan investasi swasta menurut jenis kegiatan sampai dengan Juni 2000 adalah sektor industri yang merupakan sektor unggulan investasi di Batam mencapai 51,26%, kemudian sektor perdagangan dan jasa 20,25%, sektor perumahan 14,51%, sektor pariwisata 12,58 % dan sektor pertanian yang merupakan sektor terkecil dalam investasi di Batam hanya mncapai 0,912%. Dari sektor perdagangan dapat dijelaskan, bahwa total ekspor di  pulau Batam pada tahun 2000 mencapai US$ 6.770 juta, sedangkan pada tahun 1999 (krisis ekonomi dan gelombang reformasi) hanya mencapai US$ 4.800,3 juta, namun apabila dilihat dari perkembangan eksport tiga tahun terakhir (2004/2003-2000) maka dapat dilihat pada dua tahun terakhir mengalami peningkatan mencapai 29% dibandingkan dengan tahun 1999 yang mencapai US$ 1.885,08 juta.


Sektor industri merupakan sektor yang dominant dalam peranan ekspor di Batam yaitu, dimana 80% dari sektor industri ini merupakan sektor non-migas. Jika pada tahun 1994 nilai ekspor mencapai US$ 1.288,85 juta yang terdiri dari migas 20,70% dan non-migas 79,30%. Adapun pada tahun 1999 nilai ekspor adalah US$ 4.807,29 juta atau meningkat sebanyak 300% dari tahun 1994. Dan nilai ekspor tahun 1999 tersebut hampir 85% merupakan ekspor non-migas. Kegiatan investasi di kota Batam terbuka dari berbagai sektor keagiatan dalam upaya mengembangkan ekonomi kota Batam. Peluang investasi tersebut antara lain adalah:

a. Sektor Industri 

Industri kecil/kerajinan meliputi: industri kerajinan, industri bahan bangunan, industri pengolahan makanan dan industri pengolahan hasil perikanan dan hasil pertanian. Aneka industri meliputi: konveksi, kimia, logam, pengolahan hasil pertanian, elektronika dan pengolahan kayu. Industri berat meliputi industri baja, industri permesinan, dan alat pengeboran minyak.
b. Sektor Pertanian

Peluang investasi di sector pertanian dalam arti luas meliputi perikanan, peternakan  (fatening) dan holtikultura. Komoditas yang memerlukan teknologi tinggi dan padat modal dapat dilaksanakan oleh pemodal yang berskala besar dan orientasi pasarnya untuk ekspor. Komoditas dengan teknologi tidak terlalu tinggi, padat karya dan modal dapat dilaksanakan oleh investor yang berskala usaha menengah dengan orientasi utamanya memenuhi kebutuhan local. Komoditas dengan teknologi tepat guna, yang tidak memerlukan modal yang terlalu tinggi. Usaha ini diutamakan untuk memenihi pasar local.

c. Sektor Perdagangan

Berpeluang pada kegiatan ekspor dan perdagangan retail menengah/besar. Potensi investasi dibidang prasarana dan sarana pasar (market) dan pergudangan (werehouse and cold storage).

d. Sektor Pariwisata

Perjalanan wisata terpadu dalam bentuk paket-paket wisata yang mampu memberikan suguhan objek wista, atraksi wisata, dan akomodasi. Entertaintment bisnis yang mengelola pelaksana workshop, seminar dan even-event kegiatan berskala internasional. Pengembangan wisata terpadu, pengembangan wisata budaya, sejarah dan bahari.
e. Sektor transportasi dan teknologi

Pengadaan sarana transportasi darat, potensi di bidang transportasi udara (Batam Airline), investasi di bidang perubunan laut (RO-RO), potensi untuk pengembangan teknologi di bidang informasi dan tekologi (IT).

Dalam upaya mendukung arus investasi perlu didukung berbagai kemudahan dan keunggulan bagi investor yang akan mengembangkan usahanya di Batam. Kemudahan-kemudahan dan keunggulan tersebut diantaranya adalah:

· Adanya intensif yang menarik berupa pembebasan pajak terhadap mobilisasi barang dari dan ke luar Pulau Batam dan pelayanan yang mudah dan cepat dalam segala proses perizinan (streamine procedure for investment one stop policy process).

· Letak dan posisi Pulau Batam strategis (strategic location) yang berhadapan langsung dengan perairan internasional sehingga akan menjadi nilai tambah bagi investor dalam memasarkan produksinya

· Biaya investasi yang relative lebih bersaing (competitive investment cost) dibandingkan dengan kawasan sejenis

· Daya dukung lahan (land availability) yang masih memungkinkan terhadap pengenbangan kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata. 

· Adanya dukungan pemerintah kota Batam (Government Support).

· Untuk mendukung  dan meningkatkan iklim investasi telah tersedia fasilitas pendukung seperti infrastruktur kota yang lengkap dan modern (modern facilities) yang meliputi jaringan-jaringan jalan, jembatan, jaringan teleomunikasi, air bersih, jaringan listrik, fasilitas Bandar udara internasional dan pelabuhan laut, fasilitas banking, dan fasilitas pendukung social lainnya. Lingkungan di Batam yang masih bersih dan sehat (clean and healty environment).

C. Problematika dan Potensi-Potensi Perekonomian di Batam
1. Potensi Perekonomian Batam
Batam sebagai komando wilayah  dari kerjasama IMS-GT untuk Indonesia harus memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kerjasama IMS-GT tersebut. Batam secara geografis sangatlah menguntungkan karena memiliki posisi tengah diantara dua Negara lainnya Singapura dan Malaysia yang bila ditarik garis penghubung akan membentuk sebuah segitiga, hal ini merupakan salah satu potensi geografis yang cukup baik sebab dapat mempermudah dalam hal transportasi/perhubungan yang sangat penting dalam kegiatan ekspor-impor barang, seperti pengurangan biaya/tarif yang tentunya juga meminimalkan harga yang ditawarkan dan dapat memaksimalkan keuntungan produsen.
Batam sebagai kawasan andalan ekonomi Indonesia dalam kerjasama IMS-GT memiliki potensi lain yang akan membawa keuntungan bagi Indonesia dalam bentuk peningkatan investasi, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa. Peluang yang paling segera terlihat adalah bagi industri galangan kapal dan produksi peralatan dan jasa perminyakan. Sekitar 80% dari bisnis peralatan perminyakan di Indonesia sudah berlokasi di Batam seperti pembuatan pipa dan casing, konstruksi dan perekayasaan drilling rig. Terdapat pula potensi untuk mengembangkan lebih jauh industri yang terkait dengan perminyakan, seperti fasilitas pengilangan, pergudangan, dan petro kimia. Saat ini terdapat semakin banyak investor dari mancanegara yang berminat berinvestasi di industri perminyakan dan galangan kapal.

Untuk manufaktur, prioritas diberikan untuk membangun dan meningkatkan berbagai sub-sektor yang sudah memiliki basis kuat di Batam dan Bintan seperti elektronik, kimia, precision equipment, dan juga manufaktur lainnya seperti pakaian jadi. Selain pengembangan sektor industri, kerjasama kedua negara ini juga akan membawa keuntungan-keuntungan lainnya di bidang pariwiasata dan jasa seperti pengembangan resor dan fasilitas serta jasa pameran, konperensi; pertanian dan perikanan. Terdapat pula potensi lainnya untuk pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk kawasan andalan Batam maupun secara lebih luas. Politeknik Batam yang diresmikan merupakan bukti  nyata kerjasama Indonesia dan Singapura dalam pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia.

Pengembangan kawasan andalan  seperti Batam akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan yang keuntungannya akan dirasakan di pulau-pulau lainnya di Kepulauan Riau maupun wilayah lainnya. Keberhasilan implementasi dari kawasan andalan di pulau ini juga akan menjadi contoh yang dapat ditiru oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Alasan utama Pemerintah menetapkan Batam sebagai kawasan andalan yang pertama adalah karena kondisi infrastruktur yang ada sudah memadai, besarnya jumlah invesatsi dalam dan luar negeri di kawasan itu, dan lokasi geografis yang strategis, sehingga sudah siap untuk dikembangkan sebagai kawasan andalan dalam waktu singkat.
 
2. Problematika perekonomian Batam
Perlu diperhatikan juga bahwa pengembangan potensi di kawasan Riau termasuk Batam akan terhambat oleh beberapa permasalahan yang harus secepatnya diatasi, permasalahan tersebut antara lain adalah yang menyangkut Riau dan Kepulauan Riau sebagai wilayah yang langsung berbatasan dengan wilayah negara lain, sebagai berikut:

· Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga yang begitu jauh.
· Pergeseran batas wilayah yang cenderung dapat merugikan kepentingan ekonomi dan membahayakan kedaulatan wilayah NKRI (Malaysia dan Singapura).
· Maraknya illegal fishing dan berbagai penyelundupan.

· Belum berkembangnya potensi yang ada secara optimal.

· Rendahnya aksesibilitas terhadap kawasan-kawasan perbatasan sehingga menjadikan wilayah tersebut terisolir.

Selain permasalahan tersebut ada pula permasalahan lain yaitu Kepastian hukum yang belum jelas tentang status Batam (sebagai area free trade zone), sehingga dapat mempengaruhi arus invstasi asing yang akan masuk ke Batam.
  

Apabila permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera diatasi maka dapat dipastikan pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh Batam  dapat dikembangkan secara optimal.
D. Hambatan Dalam Pembangunan Ekonomi di Batam

Kekuatan sector perekonomian Batam dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi, selain didukung oleh kemampuan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi seperti sarana jalan dan transportasi (intermoda), pelabuhan internasional, bandara internasional. Batam juga didukung oleh sumber daya alam yang cukup baik, baik  di darat  (tambang-tambang, pertanian dan perkebunan) ataupun laut (perikanan), serta kemajuan di sector industri dan perdagangan melalui investasi yang besar. Namun, dalam pembangunan ekonomi Batam juga memiliki hambatan-hambatan yang antara lain:

1. Pengembangan sarana transpotasi pendukung kegiatan ekonomi seperti distribusi dan pergudangan, yang masih kurang memadai termasuk yang menghubungkan antar kota/pulau di wilayah Batam.

2. Perekonomian Batam sebagian besar mengandalkan (ketergantungan) sektor-sektor industri dan perdagangan yang berbasiskan pada kekuatan investasi semata, sehingga hal tersebut menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan.
3. Kemampuan masyarakat dalam artian sumber daya manusia yang sangat minim akan keahlian, sehingga menempatkan posisi ketenagakerjaan yang kurang optimal dari segi kemampuan (skill) sehingga kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar Batam (baik dari dalamnegeri ataupun luarnegeri), hal itu dapat mengurangi pendapatan daerah Batam sendiri.

4. Penataan lingkungan (standar lingkungan) dan infrastruktur yang tidak baik, yang berpengaruh pada penciptaan iklim investasi di Batam.

BAB IV

KONTRIBUSI IMS-GT DALAM PEMBANGUNAN/PERTUMBUHAN EKONOMI BATAM

A. Pengaruh IMS-GT Terhadap Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Riau-Batam


Propinsi Riau dan termasuk di dalamnya wilayah Batam (yang ketika itu tergabung dalam Propinsi Riau dan saat ini berada dalam wilayah Propinsi Kepulauan Riau) merupakan daerah (region) yang paling besar terkena dampak dari kemunculan kerjasama IMS-GT. Perekonomian di wilayah Riau dan Batam masih mengandalkan sector minyak sebagai penyumbang besar, tetapi dengan adanya perubahan jalur melalui diversifikasi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, Riau secara cepat telah berkembang menjadi pusat perindustrian dan tempat tujuan pariwisata. Secara khusus, sector manufaktur, yang mengalami peningkatan pertumbuhan dengan kuat. Pulau Batam telah berubah menjadi daerah industri di dalam wilayah Riau. Kepariwisataan, pertanian dasar, dan industri kecil dikembangkan di pulau lain di sekitar  Riau, termasuk di Pulau Bintan, dikembangkan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar, kelapa dan tanaman karet. 
1. Upaya Pengembangan Batam 
Pada Tahun 1970, Indonesia memulai pengembangan di Pulau Batam sebagai tempat logistic dan pusat operasional bagi industri minyak dan gas bumi. Pada tahun 1971, Batam dideklarasikan sebagai area/wilayah perindustrian, dengan penekanan pada peranannya sebagai gudang/tempat penyimpanan barang-barang produksi perniagaan atau sebagai pusat perdagangan.
Pada tahun 1973, Batam Industrial Development Authority (BIDA) atau Otorita Batam mengambil alih tanggung jawab pengelolaan dan kegiatan pengembangan Batam. Sebagian wilayah Batam menjadi tempat penyimpanan barang atau gudang (bonded warehouse)
dan pada tahun 1978, Batam menjadi zona bebas-kewajiban/pajak (duty free zone). Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah Indonesia merencanakan Batam sebagai kawasan bebas pajak guna bersaing dengan Singapura.
Pada waktu itu Menteri Riset dan Teknologi Prof.Dr.Ing. Habibie, menjabat sebagai kepala BIDA memasukkan program tambahan bahwa Batam akan berubah menjadi pusat teknologi tinggi akan tetap dilaksanakan walaupun dengan tingkat kemajuan yang terbatas/dibatasi.
Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen kuat untuk mengembangkan Batam sebagai pusat perdagangan dan investasi utama Indonesia dan kawasan, hal tersebut telah terealisasi melalui pembangunan infrastruktur salah satunya adalah peningkatan tingkat bandara di Batam menjadi bandara dengan standar internasional.
2. IMS-GT dan Dampaknya terhadap Batam

Perkembangan ekonomi di Batam sudah dibuka sejak IMS-GT diusulkan pada tahun 1989 (SIJORI)

Tabel 4.1: Batam Main Economic And Growth Indicator 1985-1994
	Year
	Population
	Local Workers
	Foreign Workers
	Exports (US$ Million
	Flight Arrivals
	Ship Calls
	Tourist Arrivalls

	1985
	58000
	6159
	230
	20,9
	1545
	5592
	60161

	1989
	90500
	11041
	140
	53,0
	3511
	10258
	359497

	1990
	106800
	16085
	251
	151,5
	6487
	37802
	579305

	1991
	107600
	22942
	295
	242,0
	8456
	54341
	608837

	1992
	123000
	31644
	427
	564,5
	11000
	61002
	648281

	1993
	146214
	43496
	460
	925,8
	11385
	59553
	680373

	1994
	162477
	69630
	816
	1388,86
	12851
	60484
	871625


Source: G. Naidu (1994), Update From BIDA (1995)
Aktivitas industri di Batam telah diperluas dan dalam berbagai sector, dipromosikan pertama kali sebagai bagian dalam Batam Industrial Park (Batamindo) pada tahun 1992. Batamindo dikelola secara kerjasama (join) oleh Singapore Technologies Industrial Corporation, Jurong Environment Engineering (merupakan bagian dari Jurong Town Corporation yaitu pengembang utama sector industri pemukiman/perumahan di Singapura) dan konglomerat Indonesia di sector bisnis yang tergabung dalam Salim Group dan Bimantara
. Batamindo sendiri mampu menarik investasi terutama disektor industri elektronik, mskipun terdapat juga usaha bidang farmasi, plastik dan pabrik mekanik ringan. Di akhir tahun 1994, 500 hektar lahan telah dihuni oleh 61 perusahaan dengan total  perkiraan investasi mencapai US$ 250 juta dan nilai ekspor tahunan senilai US$ 700 juta. Sejumlah penyewa di Batamindo termasuk dalam perusahaan elektronik terkenal seperti Philips, TEAC, Sanyo, dan AT&T.
  
3. Investasi di Batam dalam kerjasama IMS-GT 
Investasi di Batam secara garis besar telah dibuka sejak 1989 saat usulan IMS-GT dimunculkan (SIJORI), dipengaruhi oleh regulasi liberalisasi investasi dan dan formasi dalam IMS-GT. Di akhir tahun 1994,  investasi di Batam mencapai angka US$ 5,0 miliar sepuluh kali lebih besar dibandingkan dekade awal sebelumnya. Lebih dari 80 persen  total investasi berasal dari sector swasta, dengan rincian 55 persen berasal dari investasi domestik (PMDN) dan 44 persen berasal dari investasi asing (PMA). Hal tersebut sangat kontras dengan yang terjadi pada tahun 1970 dan 1980 ketika belum terdapat kerjasama ketiga Negara (Growth Triangle), dimana pemerintah merupakan pemasok investasi terbesar sekaligus juga menjadi sumber investasi di Batam. Konsisten dengan adanya kedekatan hubungan dan perekembangan hubungan dalam kerjasama IMS-GT, Singapura menganggarkan lebih dari 48 persen investasi asingnya di Batam, kemudian disusul Jepang sebagai investor terbesar berikutnya dengan investasi sebesar 12 persen, sementara Amerika Serikat dan beberapa Negara Industri Baru (NIC’s) juga merupakan pemasok investasi penting di Batam.
Tabel 4.2: Cumulative Approved Foreign Investment In Batam And Indonesia by Country of Origin 1 January 1967-15 Juli 1995

	Country
	Batam
	Indonesia
	Batam share in Indonesia (%)

	
	Value (US$ million)
	Share (%)
	Value (US$ million)
	Share (%)
	

	Japan
	161,1
	12,0
	23,0
	18,9
	0,7

	Hong Kong
	42,5
	3,1
	15,4
	12,6
	0,3

	UK
	57,2
	4,3
	17,6
	14,5
	0,3

	USA
	45,7
	3,4
	11,4
	9,3
	0,4

	Netherlands
	39,6
	3,0
	7,4
	6,1
	0,5

	Singapore
	648,7
	48,4
	8,0
	6,5
	8,1

	Taiwan
	25,0
	1,9
	7,8
	6,4
	0,3

	South Korea
	4,7
	0,4
	6,3
	5,2
	0,1

	Australia
	5,9
	0,4
	5,6
	4,6
	0,1

	Germany
	1,8
	0,1
	4,9
	4,0
	0,1

	Others
	307,4
	23,0
	14,5
	11,9
	2,1

	
	
	
	
	
	

	Total
	1339,6
	100,0
	121,9
	100,0
	1,1


Source: BIDA (1995), Indonesian Investment Coordinating Board (1995)
Investasi terbesar sector industri, terutama elektronik, pengolahan besi ringan dan permesinan ringan berjumlah 52 persen dari total investasi, perdagangan dan jasa berjumlah 12 persen dari total, kepariwisataan berjumlah 18 persen dari total, pemukiman dan perumahan berjumlah 16 persen dan sector agribisnis berjumlah 2 persen. 

Tabel 4.3: Cumulative Approved Foreign Investment in Batam by Sector, 1 January 1967-15 July 1995

	Sector 
	Amount (US$ Million)
	%

	Food and Agriculture
	12,1
	0,9

	Chemicals
	55,4
	4,2

	Fisheries
	25,0
	1,8

	Textiles
	7,2
	0,6

	Wood and Paper
	21,0
	1,6

	Minerals
	21,6
	1,6

	Metal Manufactures
	551,1
	41,1

	Other Industries
	3,1
	0,2

	Electricity, gas, drinking water
	10,3
	0,7

	Hotel and restaurants
	229,0
	17,1

	Construction
	29,1
	2,2

	Transport
	59,3
	4,4

	Industrial real estates 
	231,4
	17,3

	Commerce
	6,7
	0,5

	Other services
	77,3
	5,8

	Total
	1339,6
	100,0


Source:BIDA (1995)
Industri-industri tersebut diberikan kemudahan-kemudahan dan potensi yang baik diantaranya adalah orientasi yang mengarah pada kegiatan ekspor dengan menggunakan tenaga-tenaga terampil, konsumsi air dalam jumlah rendah, teknologi menengah dan tinggi, dan tanpa menimbulkan pencemaran
.Meskipun Batam mengembangkan kegiatan bongkar-muat kapal (transshipment) dan logistik, kepariwisataan,dan pertanian, serta industri perikanan, namun tidak mengijinkan pola pengembangan industri-industri padat karya dengan jumlah pekerja yang tinggi, industri-industri yang menghabiskan sumber daya air dan  ruang lahan, pembangunan perkapalan (kecuali perbaikan kapal), pertambangan, dan industri-industri yang menghasilkan polusi tinggi. 

IMS-GT selain berpengaruh terhadap pulau Batam itu sendiri, ternyata juga memberikan pengaruh besar bagi pulau-pulau lain yang ada dalam gugusan kepulauan Riau. Pengembangan Batam sendiri sejak tahun 1999 telah diperluas, dimana yang tadinya Batam sebagai pusat pengembangan berdiri sendiri (Batam centre), kini oleh BIDA diperluas ke dua pulau lainnya yaitu pulau Rempang dan pulau Galang sehingga dikenal dengan Barelang (Batam Rempang Galang). Adanya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang baik di Batam selama kerjasama IMS-GT  memperluas pembukaan investasi di pulau lain di kepulauan Riau. 
Tabel 4.4: Propose Joint Singapore-Indonesia Infrastructure Investment in Riau Province

	Project
	US$ Million

	Bintan Beach International Research
	2000

	Karimun Marine Complex
	1000

	Bintan Water Projects
	950

	Karimun Industrial Estate
	650

	Bintan Industrial Estate
	350

	Batam Industrial Village
	350

	Batam Executive Village 
	60


 Sumber: AFTA Monitor

Dalam beberapa tahun perkembangan kerjasama IMS-GT, perluasan investasi (terutama oleh Singapura)  dalam beberapa proyek yaitu penyediaan air bersih (water supply), kepariwisataan, dan pengembangan industri di Bintan dan Karimun. Pengembangan kerjasama dalam pengembangan kedua pulau ini merupakan langkah awal dalam pengembangan kerjasama dalam bidang serupa di pulau-pulau lainnya, meskipun Bintan baru menampakkan kemajuan di sektor kepariwisataan, industri dan pertanian yang pesat. Di Bintan, industri perumahan dan pemukiman Bintan (Bintan Industrial Estate) telah dikembangkan di bagian barat Bintan dan Bintan Beach International Resort (BBIR) telah dikembangkan di pantai utara Bintan. Industri perumahan dimulai pada bulan Juli tahun 1994, dengan mecontoh bentuk pengelolaan Batamindo dan dengan pengelola yang sama. Bagaimanapun juga, target yang ditetapkan pada sector industri padat karya, terutama tekstil, pakaian, sepatu, furnitur dan produk-produk dari kayu lainnya, berbeda dengan yang diterapkan di Batamindo. Dengan Singapura sebagai investor utama.
BBIR merupakan proyek terbesar dengan nilai US$ 2 miliar yang digunakan untuk mewujudkan tempat wisata dengan standar internasional, dengan mengembangkan potensi alam yang ada berupa pantai-pantai bersih dan keadaan alam tebing tropis yang masih alami. Pemerintah Indonesia dan Singapura mendukung adanya kerjasama pengelolaan kawasan Bintan dengan menunjuk Salim Group dari Indonesia dan Singapore Technologies Industrial Corporation sebagai pemimpin konsorsium. Sejauh ini, konsorsium tersebut telah menghasilkan jumlah investasi dengan angka mendekati US$ 200 juta sebagian besar dalam  infrastruktur kepariwisataan. Proyek ini merupakan proyek terbesar dalam pengembangan kepariwisataan di Asia. Tenggang waktu yang diberikan dalam pelaksanaan program ini yaitu antara limabelas sampai duapuluh tahun. Pada Agustus 1995, dua fasilitas telah dioperasikan. Berupa peristirahatan pantai yang menawarkan fasilitas akomodasi  pengnapan bintang empat dan klub pantai yang menawarkan paket perjalanan wisatawan dari Singapura. Pada tahun 1998 dan 1999 di Bintan telah didirikan sejumlah tempat peristirahatan bintang lima dan lapangan golf. Pada akhir tahun 1995 sejumlah pengkonsorsium yang berasal dari Malaysia, Indonesia dan ASEAN melakukan investasi di BBIR dalam fasilitas dan infrastruktur.

Dewasa ini perkembangan Batam sebagai bagian dari kerjasama IMS-GT semakin membaik terutama pasca krisis moneter yang melanda wilayah Asia pada tahun 1997, yang juga memperburuk situasi ekonomi nasional Indonesia. Menurut Frank Knight dalam analisanya ditahun 2003, bahwa Batam dan sebagian besar wilayah di pulau tersebut akan ditetapkan menjadi suatu zona bebas perdagangan atau dikenal dengan Free Trade Zone (FTZ), yang didasarkan pada adanya kewenangan daerah atau wilayah dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya dalam Otonomi Daerah. Perkembangan Batam pasca krisis ekonomi di tahun 1997 ditunjukkan dengan adanya pemasukan investasi sebesar lebih dari US$ 3,7 miliar yang bersal dari perusahaan-perusahaan asing berjumlah 633 perusahaan dari 34 negara, perusahaan-perusahaan Singapura sendiri merupakan pemegang investasi terbesar dan terutama dengan jumlah investasi sebesar US$ 420 juta untuk mendanai sebesar 55% proyek industri luarnegerinya, dengan adanya jalur perdagangan bebas antara Singapura dan Amerika Serikat juga memberikan andil yang sangat besar bagi pertumbuhan investasi di sektor penyediaan obat-obatan, hal itu dikarenakan setiap produk obat yang berasal dari Singapura telah dibebaskan pajak oleh Amerika Serikat.

Tabel 4.5: Indicators of Batam Economic Growth 2001-2005
	Indicators
	Remark
	2005
	2004
	2003
	2002
	2001

	Investment
	US$ Billion
	11,89
	11,53
	10,28
	9,46
	8,80

	Governmernt Investment
	US$ Billion
	2,34
	2,28
	2,19
	2,14
	2,10

	Foreign Investmenr
	US$ Billion
	4,08
	3,81
	3,63
	3,62
	3,40

	Domestic Investment
	US$ Billion
	5,47
	5,44
	4,46
	3,70
	3,30

	Ratio of Government to Private Investment
	Ratio
	1:4,1
	1:4,06
	1:3,7
	1:3,4
	1:3,2

	Gross Domestic Regional Product (Current Price)
	Trilliun Rupiah
	12,02
	10,79
	9,34
	8,38
	7,4

	Economic Growth
	Percent
	7,60
	8,28
	7,73
	7,01
	6,56

	Foreign Companies
	Companies
	813
	750
	688
	611
	531

	Small & Medium Enterprise
	Companies
	10020
	9810
	9886
	9886
	9700

	Population
	People
	665787
	591253
	562661
	533521
	527151

	Indonesian Work Force
	People
	221391
	221163
	185095
	170192
	161648

	Foreign Work Force
	People
	2988
	3097
	2747
	2517
	2116

	Comparison Percentage of  Work Force to Population Growth
	Ratio
	1:3,05
	1:2,64
	1:2,95
	1:3,04
	1:3,15

	Transferred Funds to Worker’s Families
	Billion Rupiah
	161,68
	147,50
	152,48
	141,40
	128,72

	Tax Revenue From Batam
	Billion Rupiah 
	1233,70
	1033,52
	923,01
	873,20
	955,53

	Regional Revenue
	Billion Rupiah
	178,26
	162,16
	247,05
	212,43
	196,46

	Non Oil & Gas Oil Exports
	US$ Billion 
	4,83
	4,07
	3,91
	3,87
	3,79

	Foreign Visitors
	Visitors
	1043418
	1527131
	1285192
	1101048
	1145578

	Foreign Visitors Revenue
	 US$ Million
	250,93
	468,56
	395,61
	287,46
	595,17

	Paved Roads
	Kilometres
	1154
	1154
	1144
	1079,50
	1050,50

	Electricity
	Mega Watt
	405
	445
	383
	377
	358

	Fresh Water
	Litre/Second
	2185
	2185
	1760
	1760
	1710

	Star Hotel
	Hotels
	43
	38
	48
	47
	43

	Telephone Lines
	Line Unit
	111768
	111768
	98690
	52877
	42877


Sumber : Otorita Batam (www.batam.go.id), Update 14 Oktober 2006

Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Batam sedikit mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 8,28% menjadi 7,60%. Hal itu dikarenakan adanya bencana alam (tsunami) di Aceh sehingga menggangu aktivitas ekonomi. Selain itu juga dikarenakan belum adanya kejelasan akan kepastian hukum dari pemerintah tentang status free trade zone yang akan diberlakukan di Batam. (lihat Tabel 4.5)
B. Orientasi Pembangunan Ekonomi Riau-Batam
Batam merupakan  wilayah potensial ekonomi yang kini berada dalam Propinsi Kepulauan Riau (sebelumnya tergabung dalam Propinsi Riau)
. Oleh karena itu orientasi yang melekat pada pola pengembangan pertumbuhan Batam itu sendiri telah tercantum dalam rincian pembangunan oleh Pemerintah Kepulauan Riau, dimana yang menjadi focus pembangunan Kepulauan Riau saat ini adalah wilayah Batam, Bintan dan Tanjung Pinang serta Karimun. Khusus wilayah Batam dan Bintan merupakan focus utama dikarenakan potensi yang dimiliki yaitu sector industri (manufaktur dan pengolahan) dan pariwisata di kedua wilayah ini adalah yang terbesar, perlu diketahui juga bahwa pendapatan bruto propinsi  Kepulauan Riau sebesar 53,53% disumbang dari sector industri yaitu senilai Rp 2.014.048.080.000 dari total pendapatan Rp 3.762.584.520.000, sedangkan potensi terbesar yang dimiliki oleh propinsi Kepulauan Riau adalah pertanian dan pertambangan
.

Pengembangan simpul-simpul ekonomi baru di wilayah kepulauan Riau terutama yang secara langsung bertindak sebagai wilayah perbatasan dengan Negara-negara luar, dalam hal ini Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Dikembangkan sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan dan sedapat mungkin membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang sangat berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan karena di ketiga wilayah ini telah tersedia infrastruktur yang sangat baik, terutama Batam yang mempunyai nilai lebih karena didukung dengan adanya Batamindo sebagai kawasan industri.
 


Pulau Batam sendiri dalam jangka panjang seperti halnya pulau-pulau lain dalam Kepulauan Riau diprioitaskan sebagai wilayah penunjang bagi kegiatan AFTA, hal itu terbukti dengan ditetapkannya Batam sebagai wilayah ekonomi khusus. Hasil konferensi tingkat tinggi ASEAN telah meletakkan dasar-dasar dan bentuk kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan, pangan dan pertanian, industri, pariwisata, investasi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga kerja. Wilayah Riau sendiri dalam kerjasama baik ASEAN dan Intra Asean melalui IMS-GT dan kerjasama segitiga pertumbuhan lainnya memiliki potensi yang sangat baik dengan didukung potensi lahan, letak yang strategis, Sumber Daya Alam (SDA), SDM yang sangat mendukung.


Kunci keberhasilan kerjasama segitiga pertumbuhan ASEAN, terletak pada kelancaran arus orang, modal, barang dan jasa lintas batas Negara, serta iklim investasi yang kondusif dan komparatif bagi masuknya arus modal dari luar kawasan, khususnya dalam pengembangan industri yang khususnya berorientasi  pada ekspor.

Pengembangan agroindustri/industri primer pada dasarnya diharapkan agar dapat meningkatkan atau memacu pertumbuhan ekonomi. Dan diharapkan juga agar mampu meningkatkan pendapatan petani dan kesempatan kerja. Oleh karena itu perlu adanya diversifikasi dalam mengelola sector agroindustri, terutama dari hasilnya sehingga mampu:1) memacu keunggulan kompetitif produk serta komparatif wilayah menjadi Unit Pembinaan dan Pengembangan dan Pengelolaan Hasil Pertanian (UP3HP); 2) memacu peningkatan kemampuan SDM di wilayah perbatasan; 3) memperluas wilayah-wilayah sentra holtikultura (cth: palawija/kelapa sawit) di wilayah perbatasan dalam proinsi Kepulauan Riau.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan karena sebagai daerah tujuan wisata maka pariwisata merupakan peluang bisnis/usaha yang sangat baik untuk dikembangkan. Obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan antara lain adalah pantai-pantai, sumber air panas, air terjun dan lain-lain. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke propinsi Kepulauan Riau, terutama  di wilayah perbatassan kota Batam sangat bervariasi jumlah pengunjungnya terutama yang ke pulau Batam diantaranya Negara Singapura masih merupakan pengunjung dominan dari setiap Negara, karena Singapura letaknya sangat dekat dengan Batam.
 Jadi orientasi ekonomi Batam sebenarnya mengacu pada kebijakan visi dan misi jangka panjang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang disesuaikan dengan keadaan serta potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Visi pembangunan ekonomi itu sendiri adalah terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa. Batam merupakan kawasan kerjasama IMS-GT yang merupakan upaya dalam meningkatkan ekonomi Batam secara mandiri dan mengembangkan Batam sebagai daerah perdagangan, industri, pariwisata dan investasi yang potensial untuk mewujudkan peranan aktif Batam dalam perekonomian global, termasuk dengan diwujudakannya Batam sebagai wilayah FTZ (free trade zone) dan kawasan bonded werehouse (pergudangan).
 

Pemerintah Batam sendiri saat ini memfokuskan investasi untuk meningkatkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi Batam, terdapat beberapa sector yang berpotensi besar untuk dijadikan sasaran bagi penanaman modal baik domestic ataupun asing, antara lain sector industri yang terdiri dari industri kecil (kerajinan, bahan bangunan, industri pengolahan makanan, industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, industri pengolahan hasil perikanan), aneka industri (konveksi, kimia, logam, perngolahan pertanian/perkebunan, elektronika, pengolahan kayu), industri berat (industri baja, industri permesinan dan alat pengeboran minyak); sector pertanian dalam artian luas yang meliputi perikanan, peternakan (fatening) dan holtikultura, yang ditujukan untuk tiga skala komoditi yaitu komoditi tinggi dan padat modal, komoditi ekspor, serta komoditi tepat guna; sector perdagangan, yang berpeluang pada kegiatan ekspor skala menengah dan besar; sector pariwisata, yang meliputi wisata sejarah, budaya, dan bahari; sector transportasi dan teknologi, berupa potensi bidang transportasi udara (Batam Airline), perubunan laut (RO-RO), serta pengembangan di bidang teknologi informasi (IT).
 

C. Hambatan dan Tantangan IMS-GT  Serta Solusinya
1. Hambatan dan Tantangan
IMS-GT menghadapi sejumlah tantangan dalam mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untamanya pada penanaman modal (investasi) asing (foreign investment) dan dalam negeri (domestic investment).

Salah satu yang menjadi kunci tantangan-tantangan yang ada adalah mengintensifkan kompetesi di tingkat global dan regional (kawasan) dalam menarik masuk investasi-investasi asing langsung (foreign direct investment). Beberapa wilayah yang berada di luar kerangka kerjasama IMS-GT seperti China, Indochina, dan India telah berhasil memikat sejumlah investasi asing langsung untuk menanamkan modalnya di Negara mereka (dengan menggunakan keunggulan yang mereka miliki berupa besarnya peluang yang dimiliki pasar domestik mereka dan ketersediaan akan penyaluran tenaga kerja dengan biaya murah yang cukup banyak).

IMS-GT  perlu mempelajari lebih dalam dan luas tentang permasalahan tersebut apabila IMS-GT sebagai kerjasama regional akan terus bersaing dalam kompetisi global dan regional dalam upaya meningkatkan ketertarikan investasi asing dan dalam negeri menanamkan modalnya, hal tersebut dilakukan dengan cara  mempertahankan iklim investasi yang sudah berkembang, memberikan biaya pengelolaan yang lebih kompetitif, dan dengan menetapkan ketahanan ekonomi yang berjalan dengan dinamis
. Keterbatasan tenaga kerja, khususnya tenaga-tenaga kerja terlatih, telah muncul di wilayah Johor. Pengembangan Riau di masa datang juga akan menghadapi permasalahan yang serupa dalam penyediaan sektor tenaga kerja. Sebagian besar pekerja berasal dan didatangkan dari luar wilayah propinsi, dan bahkan beberapa tenaga ahli didatangkan dari luar negeri, hal tersebut sama halnya dengan yang terjadi di Johor, dengan ketersediaan tenaga ahli yang sangat minim. Sejumlah teknisi ahli yang tersedia menuntut biaya dan gaji yang tinggi, hal tersebut mengurangi keuntungan  kompetitif yang seharusnya mampu dipenuhi yaitu keuntungan dalam penyediaan biaya pengeluaran yang relative murah. Permasalahan-permasalahan dalam penyaluran tenaga kerja merupakan salah satu bagian yang menjadikan alasan perlu diperluasnya kerjasama IMS-GT secara geografis yaitu dengan memasukkan sejumlah daerah  khususnya di Sumatera Barat negara Indonesia dalam kerangka kerjasama tersebut. Bagaimanapun juga hal tersebut memunculkan permasalahan sosial baru dengan banyaknya pekerja yang masuk ke Riau.
Perkembangan yang sangat cepat juga mempengaruhi peningkatan biaya produksi di sector lain di Johor dan Batam, hal itu mengurangi tingkat kompetitif untuk produksi padat karya. Sebagai hasilnya, wilayah ini telah mengalami penurunan untuk dikembangkan sebagai wilayah dengan harga tinggi dan dengan banyak modal, dan industri denang keahlian dan teknologi tinggi.
Kebutuhan akan ketersediaan jaringan infrastruktur, sebagai contoh beberapa wilayah di Kepualauan Riau di luar Batam, perlu untuk diperhatikan dan dikembangkan sarana pendukung infrastruktur untuk lebih menarik jumlah investasi yang masuk dengan level yang signifikan. 

Sebagai tambahan, perluasan perdagangan dan kebebasan berinvestasi, sebagai contoh di Indonesia, menghilangkan sejumlah persyaratan atau ketentuan yang berlaku dalam mendukung kemudahan pengembangan wilayah-wilayah sub, yang salah satunya adalah Batam. Bagaimanapun juga kedekatan antara Batam dan Singapura dari segi infrastruktur dan jalur transportasi merupakan keuntungan yang sudah tersedia.   
Selain adanya sejumlah tantangan, IMS-GT juga menghadapi sjumlah hambatan dalam pengembangannya antara lain, tujuan dari kerjasama IMS-GT adalah untuk mamfasilitasi aktivitas perekonomian bebas antara daerah-daerah perbatasan, namun aktivitas perekonomian lintas batas antar kawasan belum berkembang seperti yang diharapkan ada beberapa hal mengapa hal tersebut dapat terjadi, yaitu pertama, pengaturan segitiga pertumbuhan dinegosiasikan pada tingkat menteri dan pejabat-pejabat senior, sector swasta juga turut diundang dala pertemuan, tetapi pejabat-pejabat di propinsi di Indonesia meskipun diundang hanya marginal saja yang terlibat. Di Indonesia, Kantor Koordinasi Kementrian Ekonomi, Keuangan dan Industri bertanggung jawab atas koordinasi negoisasi, namun banyak pejabat dan pihak-pihak yang terkait tidak mengetahui adanya kegiatan ataupu kerangka kegiatan dalam IMS-GT. Kedua, setelah krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997, pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan IMS-GT ditunda untuk sementara waktu. Pada tahun 1999 aktivitas perekonomian kembali pulih (dalam tahap pemulihan) dan mulai berlanjut. Ketiga, segitiga pertumbuhan ini lebih mengutamakan permasalahan politik daripada kebutuhan ekonomi praktis. Hal ini terlihat dari kawasan-kawasan yang dikembangkan justru secara geografis berjauhan dan menyebar (pulau-pulau) dan tidak berkonsentrasi pada daerah-daerah yang berbatasan secara geografis, selain itu pengembangan kawasan-kawasan yang ada bukan lagi mencerminkan kerjasama tetapi lebih pada persaingan seperti kawasan Batamindo dan Pelabuhan Internasional yang dikembangkan dengan maksud meningkatkan investasi ke Indonesia namun dengan maksud lain yaitu menyaingi perolehan investasi yang diraih oleh Singapura dan Malaysia dalam bentuk serupa. Keempat, banyak MoU yang sudah ditandatangani namun, sejauh ini realisasinya masih minimal. Salah satu hambatannya adalah perijinan, terletak ditangan pemerintah pusat sehingga ijin hanya dapt diperoleh di Jakarta dan memakan waktu yang cukup banyak, sementara para pelaku bisnis tidak memiliki cukup waktu untuk menunggu. Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah seharusnya bertindak sebagai fasilitator yang baik bagi pelaku ekonomi untuk merespon kegiatan. Apabila pelaku ekonomi tidak bertindak seharusnya maka konsep akan menjadi percuma.

IMS-GT dengan segala potensinya dalam industri pariwisata, harus ditargetkan sebagai pusat tujuan kepariwisataan di Asia  baik intra maupun ekstra regional. Perlu dikembangkan rencana jangka panjang pariwisata di IMS-GT yang meliputi peningkatan keterpautan transportasi baik darat, laut, dan udara, serta program paket wisata trilateral antara nuansa urban Singapura dengan nuansa kepariwisataan alam yang dimiliki oleh Johor (Malaysia) dan Riau (Batam, Bintan, dll); serta program pelatihan dan pendidikan tenaga-tenaga pariwisata. Bandara Senai di Johor, Hang Nadim di Batam dan Changi di Singapura, serta bandara di Pekanbaru Riau sebagai bandara Internasional perlu dipautkan satu sama lain. Hal tersebut juga berguna dalam mempromosikan pulau-pulau lainnya dalam kepentingan investasi serta kawasan perdagangan bebas, sehingga mampu meningkatkan peran dari kerjasama IMS-GT dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di setiap kawasan kerjasamanya secara khusus dan bagi Negara yang bersangkutan, terutama dalam mendorong masuknya arus investasi. 
Untuk tetap menjaga daya saing, pemerintah dalam IMS-GT melakukan penanaman modal dalam penyediaan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDA), serta terus memperluas kerjasama geografis dalam lingkup sektoral. Oleh karena itu, pemerintah berupaya dengan cara memberi keseimbangan atau keharmonisan dan memberikan kemudahan-kemudahan antara lain peraturan investasi, perpajakan, hukum lahan, kebijakan pasar tenaga kerja, keimigrasian dan prosedur pemeriksaan, serta regulasi lain untuk meningkatkan daya pikat sub-region bagi investor-investor asing. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap sejumlah kebijakan tersebut, dan bekerjasama dengan wilayahnya secara terkoordinir.

Walaupun terdapat tantangan-tantangan tersebut, kerjasama IMS-GT akan tetap berlanjut, hal itu dikarenakan IMS-GT sangat mengandalkan kekuatan dalam komplementaritas ekonomi dan keuntungan komparatif, yang dapat terus digunakan sebagai cara untuk terus mempromosikan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi dalam kerjasama IMS-GT. Kesuksesan kerjasama IMS-GT sangat bergantung pada kemampuan daya saing internasionalnya dalam meningkatkan ekspor dan menarik investasi, dan bagaimana cara pemerintah masing-masing wilayah bersikap terhadap segala tantangan dan resiko yang muncul dalam kerjasama sub-region tersebut. Hal itu meliputi peningkatan infrastruktur, menerapkan ukuran-ukuran liberalisasi ke depan, dan kebijakan harmonisasi.

2. Solusi

Upaya-upaya yang telah ditempuh IMS-GT untuk mengatasi permasalahan dalam IMS-GT  antara lain:

a. Pertanian dan Sumber Daya Alam

Dengan melakukan pertukaran dan promosi teknologi pertanian secara berkelanjutan sehingga dapat mengurangi beban biaya pengeluaran melalui pertukaran keahlian pengelolaan perladangan,agronomi, akuakultur, pemasaran bahan-bahan kimia pertanian serta peningkatan pengadaan alat-alat industri pertanian yang modern. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam mekanisme penjualan barang-barang, hasil pertanian antara Negara anggota supaya lebih murah, fleksibel, dan penyediaan bantuan kredit yang murah.

b. Pembangunan Sumber daya Manusia

Ketersediaan dan pembangunan sumber daya manusia (SDA) dalam menjamin pertumbuhan ekonomi sangatlah penting. Singapura menghadapi kekurangan tenaga kerja kasar dan separuh terampil,  dalam memenuhi sektor perindustrian dalam menggerakkan perekonomiannya. Walaupun Singapura memiliki banyak tenaga kerja professional dan ahli yang banyak, namun ketersediaan tenaga kerja kasar dan separuh terampil sangatlah kurang. Untuk itu Singapura banyak mendatangkan tenaga kerja dari Johor dan Indonesia (Batam, Riau dan pulau sekitarnya). 
Peningkatan SDA dilakukan dengan mendirikan sejumlah universitas-universitas, politeknik, dan industri-industri yang juga sekaligus menjadi tempat pelatihan-pelatihan tenaga kerja.

c. Infrastruktur

Infrastruktur sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran dalam percepatan pembangunan. Singapura memliliki kelancaran jalur komunikasi terbaik saat ini di Asia Tenggara, melalui bandara dan pelabuhan internasional yang dimilikinya. Singapura dengan mudah menjadi daerah destinasi (tujuan) wisata dan investor yang menghubungkannya dengan wilayah-wilayah utama di dunia. Sehingga peranan Singapura sebagai magnet untuk pengembangan kerjasama IMS-GT sangatlah penting.

Riau, Batam dan Johor pun perlu mengikuti pengembangan-pengembangan infrastruktur yang telah dilakukan Singapura. Batam saat ini telah memiliki bandara internasional dan pelabuhan internasional yang baik, begitu juga dengan Johor. Namun dalam pengelolaannya masih perlu diadakan saling pertukaran informasi diantara ketiga Negara.
d. Pariwisata

Ketiga Negara mempunyai keyakinan kuat bahwa pariwisata merupakan bagian utama yang dapat meningkatkan perekonomian secara cepat. Promosi antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia harus terus dilakukan dan ketiga Negara tersebut harus saling mendukung melalui “tourism board” (TB) masing-masing. Termasuk dengan cara menjaga dan melestarikan, keunikan serta keragaman budaya, kesenian tradisional, dan potensi wisata lainya.

e. Industri

Baik Singapura, Malaysia, dan Indonesia, ketiganya memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh, namun demikian kekurangan tenaga ahli dan professional menjadikan hambatan dalam pengembangan industri mereka. Industri yang baik mampu mengalihkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, dengan adanya teknologi canggih tapi tidak ada SDA yang mampu mengoptimalkannya maka hal itu tidak akan mengahsilkan. Singapura yang memiliki tingkat keahlian diatas dua Negara lainnya dapat saling bertukar dan alih teknologi.
f. Lokasi

Batam telah memiliki Batamindo sebagai pusat investasi dan industri, hingga saat ini pengembangan kawasan-kawasan industri serupa di Batam terus berlanjut, diantaranya yaitu: Cammo Industrial Park, Sekupang Business Centre, Barelang Wood Industry, Bintang Industrial Park II, Excecutive Industrial Park, Citra Buana Centre Industrial Park, Citra Industrial Park, Kabil Industrial Park, Kara Industrial Park, Latrade Industrial Park, Malindo Cipta Perkasa Industrial Park, Mega Cipta Industrial Park, Panbil Industrial Estate, Sarana Industrial Point, Bintang Industrial Park, Repindo Industrial Estate, Taiwan International Industrial Estate, Puri Industrial Park 2000, Indah Industrial Park.
 

Selain solusi-solusi yang dapat dijadikan pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi IMS-GT, pemerintah Indonesia dan pemerintah Batam telah mengupayakan kesiapan Batam dalam kerjasama IMS-GT melalui Batam Industrial Development Authority (BIDA) atau Otorita Batam, yang berkedudukan di Batam Centre dan Jakarta. Fungsi dan tugas daripada BIDA antara lain:
· Merencanakan, melaksanakan dan mengatur pengembangan wilayah Barelang (Batam Rempang Galang) dan bertanggung jawab atas kelengkapan infrastruktur di pulau tersebut, yang termasuk didalamnya adalah jalan, listrik dan sumber energi, air, bandara, pelabuhan, serta fasilitas umum lainnya.

· Pengaturan lahan dengan mengacu pada rencana induk (master plan) pengembangan pulau.

· Menyediakan lisensi dan perijinan perdagangan.
· Memproses aplikasi investasi, baik investasi internasional maupun domestik. 
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